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Yth. Bapak Gubernur Jambi

Cq. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
di-

Jambi
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	No
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	Judul Raperda:
PEDOMAN TATA CARA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DAERAH DI PROVINSI JAMBI


	Judul Raperda

PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DAERAH DI PROVINSI JAMBI


	Tatacara menunjukkan aturan  teknis, misalnya petunjuk teknis. 
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	BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

1. Masyarakat Hukum Adat yang telah diakui/dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebelumnya, diakui sebagai masyarakat hukum adat menurut ketentuan Peraturan Daerah ini;

2. Terhadap daerah Kabupaten/Kota yang belum mengakui keberadaan subjek masyarakat hukum adat melalui Perda Khusus, Perda umum dan/atau Surat Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan Perda Pedoman Tata Cara Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, akan tetapi telah menerbitkan pengukuhan Hutan Adat melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengukuhan Hutan Adat yang diterbitkan sebelum lahirnya Peraturan Daerah ini, diberikan waktu selama 2 tahun untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang agar dapat ditetapkan sebagai subjek masyarakat hukum adat melalui Surat Keputusan Kepala Daerah masing-masing sesuai ketentuan Perda ini;

3. Dalam menjalankan peraturan daerah ini hak-hak pihak ketiga diatas wilayah Masyarajat Hukum Adat di Provinsi Jambi  tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur;


	BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Masyarakat Hukum Adat yang telah diakui/dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebelumnya, diakui sebagai masyarakat hukum adat menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Terhadap daerah Kabupaten/Kota yang belum mengakui keberadaan subjek masyarakat hukum adat melalui Perda Khusus, Perda umum dan/atau Surat Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan Perda Pedoman Tata Cara Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, akan tetapi telah menerbitkan pengukuhan Hutan Adat melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengukuhan Hutan Adat yang diterbitkan sebelum lahirnya Peraturan Daerah ini, diberikan waktu selama 2 tahun untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang agar dapat ditetapkan sebagai subjek masyarakat hukum adat melalui Surat Keputusan Kepala Daerah masing-masing sesuai ketentuan Perda ini.

(3) Dalam menjalankan peraturan daerah ini hak-hak pihak ketiga diatas wilayah Masyarajat Hukum Adat di Provinsi Jambi  tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	1. Penomoran ayat dilakukan dengan menempatkan nomor urut  dalam kurung.

2. Akhir ayat digunakan tanda titik, bukan titik koma.

3. Ketetenuan lebih lanjut idealnya disebutkan pasal dan ayat yang perlu diatur lebih lanjut. Jika dirumuskan secara umum diatur dalam BAB PENUTUP, bakan BAB ATURAN PERALIHAN.
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	Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi;


	BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi;


	1. Perumusan aturan ketentuan lebih lanjut secara umum diatur dalam BAB PENUTUP, bakan BAB ATURAN PERALIHAN.

2. Sebaiknya dirumuskan dalam pasal tersendiri.

3. Ketentuan keberlakuan perda dan perintah pengundangan dibuat dalam paragraph yang berbeda.
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